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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Fatwa mempunyai l kedudukan yangl tinggi dalaml agama lIslam. 

Fatwa  dipandangl  sebagai  salahl  satu  alternatifl  yang  bisa l  

memecahkan kebekuanl dalam perkembanganl hukum Islaml dan 

ekonomil Islam. Fatwa l merupakan salahl satu alternatifl untuk menjawabl 

pekembangan zamanl yang tidak l tercover dengan l nash-nashl keagamaan 

(Anl-nushush al l-syar‟iyahl). Secara umuml pendapat fatwal Majelis 

Ulamal Indonesia (MUIl) selalu memerhatikanl pula kemaslahatanl umum 

(mashlahahl „ammah) danl intisari ajaranl agama (maqashidl al-

syaril‟yah), sehingga l fatwa Majelisl Ulama Indonesial (MUI) benarl-benar 

menjadil  alternatif untukl di jadikanl pedoman dalaml menjalankan bisnisl 

ekonomi syariahl di lIndonesia. 

Fatwa berpendapat bahwa di dalam syirkah ta‟wuniyah ada unsur 

mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak pemilik 

modal dan pihak lainl berusaha atasl modal tersebut)l sebab koperasil yang 

adal di Mesirl modal usahanya l berasal daril anggota pemegangl saham 

danl usaha koperasil dikelola olehl pengurus danl karyawan yangl dibayar 

olehl koperasi menuntutl kedudukan danl fungsinya masingl-masing. 

Apabilal pemegang sahaml ikut sertal mengelola koperasil itu, dial berhak 

mendapatl upah sesuail dengan kedudukanl dan sisteml perjanjian yangl 

berlaku. Secara letimologi, koperasil berasall dari katal dalam bahasal  
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Inggris yaitul cooperative merupakanl gabungan dua l kata coloperation. 

Dalam bahasal Belanda dil sebut lcooperatie, yang artinya l adalah kerjal 

sama. Dalaml bahasa Indonesial dilafalkanl menjadi lkoperasi. Koperasi 

berasal dari kata cooperation bahasa Inggris, yang berarti kerja sama. 

Sedangkan menurut istilah, yang bermaksud dengan koperasi adalah 

suatu perkumpulan yang di bentuk oleh para anggota peserta yang 

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga 

yang relatif rendah dan bertujuan meningkatkan tingkat hidup bersama.
1
  

Faktor internall disini adalahl kejadian yangl bersumber dari l 

lembaga yangl bersangkutan, sepertil kesalahan lsistem, kesalahan 

lmanusia, kesalahan prosedurl dan lainl-lain. Risikol semacam inil pada 

dasarnyal bisa ldicegah. Sedangkan yangl dimaksud dengan l faktor 

eksternall adalah kejadianl yang bersumberl dari luarl yang tidakl mungkin 

dapatl dihindari olehl perbankan. lcontohnya, bencana lalam, kerusuhan, 

lperang, krisis ekonomi l lokal, krisisl ekonomi lregional, krisis ekonomi l 

global, hinggal efek dominol dari masalahl ekonomi yangl ada dil sebuah 

lnegara.
2
 

Faktor kredit bermasalah yang telah mengalami kesulitan 

melakukan angsuran dan pelunasan sesuai dengan ketentuan atau 

perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan, hal ini bisa disebabkan 

oleh unsur kesengajaan dari nasabah atau karena ada karena adanya 

sebuah kejadian diluar perkiraan awal yang pada akhirnya menyebabkan 

                                                             
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 289 

2
 Soesno Djojosoedarso, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi,  

(Jakarta: Salemba Empat, 1999), h.4  
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nasabah tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan 

kesepakatan awal. Dallalml pra lktik selallul alda l seba lgia lnl na lsa lba lh ya lngl 

tidalk da lpa ltl mengemba llikaln kreditl kepa ldal kopera lsil ya lng 

lmeminjalminya l. Alkiba lt na lsa lbalhl tida lk membalya lrl luna ls lhuta lngnya l, ma lka l 

a lkalnl terga lmbalr perjalla lnalnl kredit menja ldil terhenti altalul bermalsa lla lh. 

Ditinjalul da lri segi l hukum pida lna ll disebut wa lnpresta lsil a lta lu ingka lrl ja lnji, 

a lpalbilall tida lk membalya lrl luna ls huta lngnya ll setela lh jalngka ll wa lktu 

pengemba llialnl tersebut lterlewalti.  

Kredit bermasalah hal yang sangat dihindari oleh pihak koperasi 

selaku pengurus, karena hal ini akan mengganggu kinerja dan dapat 

melumpuhkan kegiatan operasional koperasi, terutama jika terjadi dalam 

jumlah yang sangat besar. Contohnya sudah adanya  perjanjian antara 

pengurus koperasi dan nasabah untuk melunasi hutang dalam koperasi 

simpan pinjam, tetapi terjadinya kredit bermasalah karena adanya biaya 

tidak terduga yang harusnya biaya itu untuk melunasi simpan pinjam 

pada koperasi tetapi terpakai untuk biaya tidak terduga tersebut.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik 

untuk meneliti yang berjudul “ANALISIS YURIDIS FATWA 

DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA 

NOMOR 141 TAHUN 2021 TERHADAP SISTEM 

PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENANGANAN KREDIT 

BERMASALAH PADA KOPERASI SYARI’AH BENTENG 

MIKRO INDONESIA KABUPATEN SERANG 021 KANTOR 

CABANG PONTANG”  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkanl latar belakangl masalah dil atas, dapatl diambil suatul 

permasalahan yangl perlu ditelitil dengan rumusanl masalah sebagail 

berikut: 

1. Bagaimanal Sistem Pengendalianl Internal danl Penanganan Kredit l 

Bermasalah padal Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia 

Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang? 

2. Bagaimana Analisis Fatwa Dewanl Syariah Nasionall Majelis 

Ulamal Indonesia Nomorl 141 Tahun 2021 terhadap Sistem 

Pengendalianl Internal danl Penanganan Kreditl Bermasalah Padal 

Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 

Cabang Pontang?  

 

C. Fokus Penelitian 

Agar penelitianl  inil terarah, makal penulisl fokusl dalam 

penelitianl yangl hanya l membahas “Sistem Pengendalianl Internal danl 

Penanganan Kreditl Bermasalah padal Koperasi Syari‟ah Benteng Mikro 

Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang dan Analisis 

Fatwa l Dewan Syariah l Nasional Majelisl Ulama Indonesial Nomor 141 

Tahunl 2021 Terhadap Koperasi Syariah. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitianl inil berfokusl pada rumusan l  lmasalah, makal tujuan 

utamal penelitianl lyaitu:  
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1. Untukl mengetahuil Sisteml Pengendalian Internall dan Penangananl 

Kredit Bermasalahl pada Koperasil Syari‟ah Benteng Mikro Indonesia 

Kabupaten Serang 021 Kantor Cabang Pontang 

2. Untuk mengetahui tujuan Analisis Fatwa Dewanl Syariah Nasionall 

Majelis Ulamal Indonesia Nomor l 141 Tahun 2021 Terhadap Sistem 

Pengendalianl Internal danl Penanganan Kreditl Bermasalah padal 

Koperasi Syari‟ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 

Kantor Cabang Pontang.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalaml penelitianl skripsil ini diharapkanl memberikanl  manfaatl 

yaitu sebagail  lberikut: 

1. Penelitianl inil diharapkanl dapat memberikanl pengetahuanl yangl 

lebih dipahamil oleh Nasabahl mengenail Sisteml Pengendalian 

Internall dan Penanganan l Kredit Bermasalahl pada Koperasil 

Syari‟ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Kantor 

Cabang Pontang. 

2. Hasil l penelitian inil diharapkan dapatl memberikan tambahanl 

informasi mengenail Analisis Fatwa Dewanl Syariah Nasionall 

Majelis Ulamal Indonesia Nomor l 141 Tahun 2021 Terhadap Sistem 

Pengendalianl Internal danl Penanganaan Kredit Bermasalah l pada 

Koperasi l Syari‟ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 

Kantor Cabang Pontang. 
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F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitialnl terda lhulu ya lngl menjelalska ln tentalngl Sistem Pengenda llia ln 

Interna ll da ln Pena lnga lna ln Kredit Bermalsa lla lh yaitu Hukum da lnl 

pelalksa lna lalnnya l lseba lga li berikut:  

Nol  Penulis dalnl Judul 

skripsil 

Persa lmala ln Perbedala ln 

1.  Alna llisis Sisteml 

Pengenda llialn 

Interna ll Terhalda lpl 

Keputusa ln 

Persetujualnl 

Pembialya la ln Pa lda ll 

Kopera lsi Ja lsa ll 

Keunga ln Sya lri‟a lhl 

(KJKS) Ba litull Ma la ll 

Wa ltl Ta lmwil (BMT l) 

Alnda l Sa lla ltiga ll 

(Skripsi oleh Wini 

Alrinta lsa lri) 

Penelitialn inil 

sa lmal-sa lma ll 

membalhals tenta lngl 

Unsur-unsurl 

Sistem 

Pengenda llialnl 

Interna ll Terhalda lpl 

Keputusa ln 

Persetujualnl 

Pembialya la ln Pa lda ll 

Kopera lsi Ja lsa ll 

Keua lnga ln Sya lri l‟a lh 

(KJKSl) Ba litul 

Ma la lll Wa la ll Wa ltl 

Talmwil (BMT l) 

Alnda l Sa lla ltiga ll  

Penelitialn inil terdalpa lt 

perbedala lnnya ll da lla lm 

studil ka lsusnya l ya litul 

bertempalt dil 

Kopera lsi Ja lsa ll 

Keua lnga ln Sya lri l‟a lh 

(KJKSl) Ba litul Mala lll 

Wa lt Talmwill (BMT).
3
 

                                                             
3
 http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/3021/ 
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2. Penyelesa lialnl Kredit 

Ma lcetl di Kopera lsil 

Ba lnk Perkreditalnl 

Ra lkya lt (KBPR l) VII 

Kotol Pa lria lmal. 

Talhunl 2011 Skripsi 

oleh Algusl Ra lhma lt. 

Kedua l penelitialn 

inil kesa lmala ln 

meneliti mengenali 

ba lga limalna l Sistem 

Pengenda llialn 

Interna ll daln 

Penyelesa lialn 

Kredit Ma lcet. 

Da llalm penelitialnl 

ya lng sa lya ll la lkuka ln inil 

merupalka ln 

Penyesua lia lnl Kredit 

Ma lcetl Terhalda lp 

Na lsa lba lhl Simpa ln 

Pinjalml da lla lm 

Alna llisis Hukum l 

Isla lm.
4
 

3. Alna llisis Sistem 

Pengenda llialnl 

Interna ll Pemberialnl 

Kredit pa lda ll 

Kopera lsi Simpa lnl 

Pinjalm Ka lrya ll Uta lma l 

Pa lsurua lnl 

Penelitialn inil 

sa lmal-sa lma ll 

membalhals tenta lngl 

Unsur-unsurl 

Sistem 

Pengenda llialnl 

Interna ll Pemberialnl 

Kredit pa lda ll 

Kopera lsi Simpa lnl 

Pinjalm Ka lrya ll 

Uta lmal 

Penelitialn inil terdalpa lt 

perbedala lnnya ll da lla lm 

studil ka lsusnya l ya litul 

bertempalt dil 

Kopera lsi Simpa ln 

Pinjalm Ka lrya l 

Uta lmal.
5
  

                                                             
4
 http://repo.unand.ac.id/2559/ 

5
 https://eprints.umm.ac.id/34985/ 
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4. 

 

 

 

 

 

Alna llisis Sisteml 

Pengenda llialn 

Interna lll da ln 

Pengelua lra lnl KAlS 

(Studil pa lda l 

Kopera lsi l Ka lrya lwa ln 

Jalya ll Ma lndiri 

Sejalhterall Bersa lma l 

Kota ll Ba lta lm) 

Keempa lt penelitialn 

inil sa lmal-sa lma ll 

membalhals tenta lngl 

Unsur-unsurl 

Sistem 

Pengenda llialn 

Interna ll daln 

Pengelua lra ln KAlS 

Penelitialn inil terdalpa lt 

perbedala lnnya ll da lla lm 

studil ka lsusnya l ya litul 

bertempalt (Studil pa lda l 

Kopera lsi l Ka lrya lwa ln 

Jalya ll Ma lndiri 

Sejalhteral Bersa lma l 

Kota l Ba lta lm).
6
 

5. Penyelesa lialn Kredit 

Ma lcet palda l KSU 

Tumbuh Kemba lng 

(Studi di Pemoga ln-

Denpa lsa lr Selaltaln) 

Kelima l penelitialn 

ini salmal-sa lma l 

membalhals Unsur-

unsur Sistem 

Penyelesa lialn 

Kredit Ma lcet  

Da llalm penelitialnl 

ya lng sa lya ll la lkuka ln inil 

merupalka ln 

Penyesua lia lnl Kredit 

Ma lcetl Terhalda lp 

Na lsa lba lhl Simpa ln 

Pinjalml da lla lm 

Alna llisis.
7
 

 

Da lri ka llimalt ka lrya l ilmialh penelitialn tersebut, da lpalt diketalhui 

ba lhwa l penelitialn mengenali Alna llisis Yuridis Fa ltwa l Dewa ln 

Sya lria lh Na lsiona ll Ma ljelis Ulalmal Indonesial Nomor 141 Ta lhun 

2021 Terhalda lp Sistem Pengendallialn Internall daln Pena lnga lna ln 

                                                             
6
 https://eprints.umm.ac.id/36598/  

7
 https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19806 
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Kredit Berma lsa llalh Pa ldal Kopera lsi Sya lria lh Benteng Mikro 

Indonesia l 021 Kantor Cabang Pontang dibeberalpal studi belum 

pernalhl dilalkuka ln. Ha lll inila lh ya lngl mendalsa lri penulisl untuk 

melalkukalnl penelitialn lebihl menda llalm. Menginga ltl ba lhwa l 

penga lmbilalnl keputusa ln, persetujualnl sa lnga ltla lh berperalnl untuk 

mengontrol sistem pengenda llialnl interna ll, guna l  mencega lh da lnl 

mengura lngi kredit bermalsa lla lhl  ya lng terjaldi paldal kopera lsil 

sya lri‟a lh benteng mikro Indonesia l. 

 

G. Kerangka Pemikiran 

1. Fatwa-Fatwa 

Imam Syafi l‟i berkatal tentang lfatwa: “Tidak  halal  seseorang  

memberikan fatwa  tentang  agama  Allah,  kecuali  mengerti  seluk  

beluk kitab  Allah,  tentang  nasikh  dan  mansukhnya,  muhkam  dan 

mutasyabihnya, ta‟wil dan tanzilnya, makiyah dan madaniyahnya, 

apa yang  dikehendakinya  dan  dalam  hal  apa  ayat  tersebut  

diturunkan. Setelah  ia  mengerti  tentang  hadist  Rasulullah  Saw.  

Tentang  nasyikh dan  mansyukhnya  mengerti  seluk  beluk  hadis  

sebagaimana  mengerti seluk beluk Al-qur‟an, mengertil bahasa 

lArab, dan mengertil nilai rasal bahasa lArab,  mengerti  persoalanl  

(perangkat)  yangl  diperlukan  olehl  ilmu  danl  Al-qurl‟an.  Selainl  itu  

dial  harus  mampu l  bersifat  pendiaml (memerhatikan),  tidakl  hanya  

bicaral  setelah  itul  dia  menghormatil pendapat  para l  ahli  lpikir,  

dan  memilikil  kemampuan  untukl  berfatwa. Apabilal  semua  syaratl  

tersebut  adal  pada  ldirinya,  maka  ial  boleh berbicara l  dan  

berfatwal  tentang  halall  dan  lharam.  Namun  jikal  tidak ldemikian, 
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boleh berbicaral hal ihwall ilmu tapil tidak bolehl memberi lfatwa.” 

Bila  diperhatikanl  pendapat  Imaml  Assyafi‟il  di  latas,  maka 

persyaratanl seorang muftil sama dengan l persyaratan seorangl 

mujtahid, ataul  ia  berpendapatl  seorang  muftil  itu  adalahl  seorang  

lmujtahid, walaupun  ada l  ulama  yangl  membedakannya,  seperti l  

yang  telahl  di jelaskanl diatas.
8
 

Madzhab Imam Syafi‟i mendefinisikan Mudharabah adalah suatu 

Akad perjanjian yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya 

kepada yang lain untuk di tijarahkan atau diusahakan.
9
  

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) 

a. Dasar Pemikiran 

1. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan 

syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya dewan 

pengawas syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang 

perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan 

menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa 

agar diperoleh kesamaan didalam penanganannya dari masing-

masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga 

keuangan syariah. 

2. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah 

efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu 

yang berhubungan dengan masalah ekonomi keungan. 

                                                             
8
 Mardani, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.376 

9
 Hendi Suhendi, Mudharabah, Fiqih Muamamalah, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada 2016), h. 137 
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3. Dewan Syariah Nasioanal diharapkan dapat berfungsi untuk 

mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. 

4. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam 

menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang 

dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. 

b. Pengertian 

1. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan syariah 

yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang 

mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. 

2. Produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang 

mengikuti syariat Islam. 

3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh 

MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan 

dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. 

4. Badan pelaksanaan harian Dewan Syariah Nasional adalah 

badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah 

Nasional. 

5. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga 

keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan 

keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan 

syariah.
10

 

c. Kedudukan, Status dan Anggota 

                                                             
10

 Sutan Remy Sjahden, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek 

Hukumnya, (Jakarta: Kencana), h. 109 
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1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama 

Indonesia. 

2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti 

Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam 

menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan 

syariah. 

3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, 

praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan 

muamalah syariah. 

4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh 

MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun. 

d. Tugas dan Wewenang 

Dewan Syariah Nasional bertugas: 

1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam 

kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada 

khususnya. 

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. 

Dewan Syariah Nasional berwenang: 

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas 

Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan 

menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 
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2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi 

ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang, seperti Departeman keuangan dan Bank 

Indonesia. 

3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi 

nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas 

Syariah. 

4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah 

yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, 

termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun 

luar negeri. 

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah 

untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah 

dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 

6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 

mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 

e. Mekanisme Kerja 

Dewan Syariah Nasional 

1. Dewan Syariah Nasional mengesahkan rancangan fatwa yang 

diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. 

2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak 

satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan. 

3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam 

laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keungan 
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syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap 

ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh 

Dewan Syariah Nasional.
11

 

f. Metode Istinbath DSN MUI Tata cara penetepan fatwa MUI yang 

telah dijadikan pedoman sebagai berikut.  

Pasal 1 

Dasar-dasar fatwa: 

1. Al-Qur‟an 

2. Al-Sunnah 

3. Al-Ijma 

4. Al-Qiyas 

Pasal 2 

1. Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus 

memerhatikan:  

a. Dasar-dasar fatwa tersebut dalam pasal 1 

b. Pendapat imam-imam mazhab dan fuqaha yang terdahulu 

dengan mengadakan penelitian terhadap dalil-dalil dan wajah 

istidlalnya. 

2. Cara pembahasan seperti tersebut di atas adalah sebagai upaya 

menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih 

maslahat bagi umat untuk difatwakan 

                                                             
11

 Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 51-52  
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3. Apabila masalah yang difatwakan tidak terdapat dalam 

ketetapan pasal 2 ayat (1) dan belum terpenuhi yang dimaksud 

oleh pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jama‟i.
12

 

Pasal 3 Yang berwenang mengeluarkan fatwa ialah: 

1. Majelis Ulama Indonesia mengenai: 

a. Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan 

menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan 

b. Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga 

dapat meluas ke daerah lain 

c. Majelis Ulama Daerah tingkat 1 mengenai masalah-masalah 

keagamaan yang bersifat lokal/kasus-kasus di daerah, 

dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan 

Majlis Ulama Indonesia/ komisi fatwa. 

Pasal 4 

1. Rapat komisi fatwa dihadiri oleh anggota-anggota komisi 

fatwa berdasarkan ketetapan dewan pimpinan Majlis Ulama 

Indonesia/ dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 

1, dengan kemudian mengundang tenaga ahli sebagai peserta 

rapat apabila dipandang perlu. 

 

                                                             
12
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2. Rapat Komisi Fatwa diadakan jika: 

a) Ada permintaan atau petanyaan yang oleh Majelis Ulama 

Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan. 

b) Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari 

permintaan lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis 

Ulama Indonesia sendiri. 

3. Mengenai tata tertib rapat komisi fatwa berupa fatwa 

mengenai suatu masalah disampaikan oleh ketua komisi 

Fatwa kepada Dewan pimpinan Majelis Indonesia/Dewan 

Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tingkat 1. 

4. Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia/Dewan pimpinan 

Majelis Ulama Indonesia tingkat 1 mentanfidzkan fatwa 

tersebut ayat (1) dalam bentuk surat keputusan penetapan 

fatwa.
13

 

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas 

jenisjenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa 

keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi 

syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yang dihadiri 

oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan 

lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar 

modal, maupun lainnya. Alur penetapan fatwa ekonomi syariah 

tersebut adalah sebagai berikut. 
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 Mardani, Ushul Fiqh, Fatwa-Fatwa Hukum Islam,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 
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a) Badan Pelaksanaan Harian DSN-MUI menerima usulan atau 

pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga 

keuangan syariah. Usulan atau pertanyaan hukum ini biasa 

dilakukan oleh praktisi lembaga perekonomian melalui 

Dewan Pengawas Syariah atau langsung ditujukan pada 

seketariat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI. 

b) Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat satu 

hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus 

menyampaikan permasalahan kepada ketua. 

c) Ketua badan pelaksana Harian DSN-MUI bersama anggota 

BPH DSN-MUI dan staff ahli selambat-lambatnya 20 hari 

kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah 

dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan atau usulan 

hukum tersebut. 

d) Ketua badan pelaksanaan Harian DSN-MUI selanjutnya 

membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat pleno Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk dapat 

pengesahan. 

e) Memorandum yang sudah mendapat pengesahan dari Rapat 

pleno DSN-MUI ditetapkan menjadi fatwa DSN-MUI fatwa 

tersebut ditandatangani oleh ketua DSN-MUI (ex officio 
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Ketua Umum MUI) dan sekretaris DSN-MUI (ex officio 

sekretaris Umum MUI).
14

 

Menurut KH. Ma‟ruf Amin (ketua DSN-MUI), bahwa secara 

ringkas sistem dan prosedur penetapan fatwa di lingkungan 

DSN-MUI adalah sebagai berikut. 

a) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan peninjauan terlebih 

dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang 

akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-

dalinya. 

b) Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath‟iyah) 

akan disampaikan sebagaimana adanya. 

c) Dalam masalah yang terjadi perbedaan pendapat (khilafiyah) 

di kalangan mazhab, maka (1) penetapan fatwa didasarkan 

pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-

pendapat mazhab melalui al-jam‟u wa al-taufiq; dan (2) jika 

usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, 

penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode 

muqaranah almazahib dengan menggunakan kaidah-kaidah 

ushul fiqih muqaran. 

d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya 

dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil 
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ijtihad jama‟i (kolektif) melalui metode bayani ta‟lili (qiyas, 

istihshani, ilhaqi), istishlahi, dan sad al-zari‟ah. 

e) Penetapan fatwa senantiasa memerhatikan kemaslahatan 

umum (mashlahah „ammah) dan maqashid al-syariah. 

Secara umum, fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI 

bersifat moderat (tasawuth), artinya tidak terlalu rigit terhadap 

teks nash (tasyadud), tapi juga tidak terlalu ke luar dari mafhum 

al-nash dan hanya mempertimbangkan kemaslahatan umum 

(tasahul), DSN-MUI berpegangan bahwa anggapan adanya 

mashlahah yang ternyata melanggar prinsip syariah haruslah 

ditolak. Karena mashlahah yang seperti itu termasuk mashlahah 

yang belum pasti (mashlahah mauhumah), sedangkan yang 

dikandung oleh syariah termasuk mashlahah yang pasti 

(mashlahah qath‟iyah). Sehingga tidak ada alasan untuk 

mendalihkan mendahulukan kebutuhan nasabah dengan 

melanggar prinsip syariah. 

Setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat 

menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur‟an maupun Hadist Nabi 

Saw. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil, disebut 

dengan tahakkum (membuat hukum). Perbuatan ini harus 

dihindari karena termasuk dosa besar melebihi dosa syirik.
15
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Sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah SWT, surat 

al-A‟raaf (7) ayat 33: 

اَ حَرممَ رَبِّيَ  ثَْْ وَالْبَ غْيَ قُلْ انَّم هَا وَمَا بَطَنَ وَالِْْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ

وِ مَا لََْ يُ نَ زيلْ بوِ  عَلَى تَ قُوْلُوْا ومانَْ  سُلْطّٰنًا ٖ  بِغَيِْْ الَْْقي وَانَْ تُشْركُِوْا باِللّّٰ

وِ   تَ عْلَمُوْنَ  لَْ  مَا اللّّٰ

“Katakanlah, tuhanku hanya mengharamkan perbuatan 

yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan 

perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang 

benar, (mengharamkan) mempersatukan Allah dengan sesuatu 

yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu, dan 

mengharamkan mengada-adakan terhadap Allah apa yang 

tidak kamu ketahui.” 

Dalam surat al-Nahl (16) ayat 116, secara tegas Allah SWT. 

Melarang tahakkum: 

ذَا حَراَمٌ ليتَ فْتَ رُوْا  لٌ ومىّٰ ذَا حَلّٰ وَلَْ تَ قُوْلُوْا لِمَا تَصِفُ الَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ ىّٰ

وِ الْكَذِبَ  وِ الْكَذِبَ لَْ اِنم  ٖ  عَلَى اللّّٰ المذِيْنَ يَ فْتَ رُوْنَ عَلَى اللّّٰ

 ٖ  يُ فْلِحُوْنَ 

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang 

disebut-sebut lidahmu secara dusta, ini halal dan haram, untuk 
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mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya 

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap 

Allah tiadalah beruntung”. 

All-Ha ldits  

Disa lmping da llalm All-qur‟a ln, da lsa lr hukum kredit juga l terdalpalt 

da llalm haldist Na lbi sebalga li berikut: 

 

ثَ نَا وكَِيعٌ عَنْ عَلِيي بْنِ صَالِحٍ عَنْ  ثَ نَا أبَوُ كُريَْبٍ حَدم سَلَمَةَ بْنِ   حَدم

كُهَيْلٍ عَنْ أَبِّ سَلَمَةَ عَنْ أَبِّ ىُريَْ رةََ قَالَ اسْتَ قْرَضَ رَسُولُ اللموِ صَلمى 

 اللموُ عَلَيْوِ وَسَلممَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَ وْقَوُ وَقاَلَ خِيَاركُُمْ مَََاسِنُكُمْ قَضَاءً 

“Tela lh menceritalkaln kepaldal kalmi A lbu Kura lib telalh 

menceritalkaln kepaldal kalmi Walki' da lri 'Alli bin Shallih da lri 

Sallalmalh bin Kuha lil dalri Albu Salla lmalh dalri A lbu Hura liralh dia l 

berka ltal, "Ralsulullalh sha lllalllalhu 'a llalihi walsalllalm perna lh 

meminja lm untal mudal, nalmun belialu mengemba llikaln untal ya lng 

lebih tual (lebih balgus) da lripaldal untal yalng belialu pinjalm." 

Belialu bersa lbdal: "Sebalik-balik kallialn aldallalh yalng palling ba lik 

dallalm meluna lsi hutalng." (H.R. Muslim No.3004) 

 

Ayat di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI pada 

setiap akan menetapkan dan mengeluarkan suatu fatwa. Kekhawatiran 

akan terancam ayat di atas. Dalam mengeluarkan suatu fatwa, adalah 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta sosiokultural 
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masyarakat, sehingga fatwa itu benar-benar membawa kemaslahatan dan 

agar sejalan tujuan pensyaria‟tan hukum Islam (maqashid al tasyri‟), 

yaitu al-mashlahah al-„ammah (kemaslahatan umum) yang disepakati 

oleh seluruh ulama. Dengan kata lain, pedoman dasar bagi fatwa-fatwa 

yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yakni al-Qur‟an dan 

sunnah serta dalil lainnya seperti ijma‟ sahabat, disamping 

memperhatikan kemashlahatan tadi.
16

 

3. Sistem Pengendalian Internal  

Sisteml pengenda llialn internalll meliputi strukturl orga lnisa lsi, metodel 

da ln ukuralnl-ukura ln ya lngl dikoordina lsikaln untukl menjalga l kekalya la lnl 

orga lnisa lsi, mengecekl ketelitialn dalnl kealnda llaln dalta ll a lkuntalnsi, 

mendorongl efesiensi dalnl mendorong dipa ltuhinya ll kebijalka ln 

lma lna ljemen. Definisi sisteml pengenda llialn internalll tersebut 

menekalnkalnl tujua ln ya lngl henda lk ldica lpa li, daln buka lnl pa lda l unsurl-

unsur ya lngl membentuk sisteml tersebut. Denga lnl demikialn, 

pengertialnl pengenda llialn internalll tersebut dialtalsl berla lku balikl da lla lm 

perusa lhala lnl ya lng mengola lhl informa lsinya l seca lra ll malnuall, denga lnl 

mesin lpembukualn, ma lupun denga lnl komputer. 

a. Tujualn sisteml pengenda llialn internalll: (1) menjalga l keka lya la ln l 

orga lnisa lsi, (2) mengecekl ketelitialn da lnl kea lnda llaln da lta ll 

a lkuntalnsi, (3) mendorongl efesiensi, dalnl (4) mendorong 

dipaltuhinya ll kebija lka ln lma lna ljemen. 

Menurut ltujua lnnya l, sistem pengenda llialnl interna ll tersebutl dalpa lt 

dibalgi l menja ldi duall ma lcalm: pengenda llialnl internall alkunta lnsil (internall 
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alccountingl control) dalnl pengenda llialn internalll a ldministraltif (internalll 

aldministraltive controll). Pengenda llialn internalll a lkunta lnsi, ya lngl 

merupalka ln balgia lnl da lri sisteml pengenda llialn linternall, meliputi 

strukturl orga lnisa lsi, metodel da ln ukura lnl-ukura ln ya lngl dikoordina lsikaln 

terutalmall untuk menjalga ll keka lya la ln orga lnisa lsil da ln mengecekl 

ketelitialn dalnl kealnda llaln dalta ll a lkuntalnsi. Pengenda llialnl internall 

a lkuntalnsil ya lng ba likl a lka ln menjalminl kea lmalna ln dalnl keka lya la ln pa lra ll 

investor da lnl kreditur ya lngl dita lna lmkaln da llalml perusa lha laln da lnl a lka ln 

mengha lsilkalnl la lpora ln keualnga lnl ya lng da lpa ltl dipercalya l. Pengenda llialnl 

internall aldministraltifl meliputi stukturl orga lnisalsi, metodel da ln ukuralnl-

ukura ln ya lngl dikoordina lsikaln terutalmall untuk mendorongl efesiensi 

da lnl dipa ltuhinya l kebija lkalnl ma lna ljemen.
17

 

4. Penanganan Kredit Bermasalah 

Kredit a ldalla lhl sesua ltu ya lngl diba lya lr secalra ll bera lngsur-la lngsur, ba lik 

itul jua ll belil ma lupun dalla lml pinja lm-lmeminjalm. Misallnya l, seora lngl 

memberi mobill kesebualhl dea ller denga lnl ua lng muka ll 10 persen l da ln 

sisa lnya ll diba lya lr seca lra ll bera lngsur-a lngsurl sela lmal sekia lnl ta lhun da lnl 

dibalya lr sa ltul ka lli dallalml sebula ln. Contohl la lin, seoralngl ibu ruma lhl 

talngga l membelil a llalt-a llaltl ruma lh ta lngga ll kepalda l seseoralngl peda lga lng 

lkeliling, bia lsa lnya l dilalkuka lnl a lta ls dalsa lrl kepercalya la ln penuhl a lnta lra l 

keduall bela lh lpiha lk, ka ldalng-ka lda lngl mengguna lka ln ua lngl muka l dalnl 

terkalda lng tidalkl sa lma l lseka lli, bialsa lnya l pembalya lra lnl dila lkukaln denga lnl 
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a lngsura ln sa ltul ka lli da llalml seminggu. Kreditl bisa l pulall terja ldi paldall 

seseora lng ya lngl meminjalm ua lngl ke ba lnkl a ltalu lkopera lsi, kemudialn 

pinjalmalnl tersebut dibalya lrl bera lngsur-la lngsur, a ldal ya lngl diba lya lr setia lpl 

ha lri, lminggua ln, da ln a ldall pula l ya lngl diba lya lr sa ltul ka lli dalla lml sebula ln.    

Ma lyorita ls ula lmall berpendalpa lt ba lhwa ll penega lsa ln huta lngl denga ln 

tulisalnl da ln sa lksi l a lda llalh ldisuna lhka ln, berla linaln denga lnl penda lpa lt Ibnul 

Ha lzm da lnl seba lga li Ta lbil‟in ya lngl berpenda lpalt ba lhwa ll itu wa ljibl da lla lm 

hutalngl ya lng ditentukalnl ma lsa l lpemba lya lra lnnya l. Sementalra l pendalpa ltl 

ulalma l ya lngl la lin tentalngl  pemba lta lsa ln wa lktul peminja lmaln a lda llalhl ba ltil. 

Tidalkl diha lruska ln membaltalsi l wa lktu peminjalma lnl meskipun itul 

disya lria ltkaln pa lda ll wa lktu  perja lnjialnl ora lng ya lngl menghuta lngi beba lsl 

memintal kemballil pinjalma lnnya l ka lpalnl sa ljal iall kehenda lki. Melunalsil 

hutalng hukumnya ll wa ljib menurutl a ljalra ln la lga lma l. Huta lng itul tida lk bisa ll 

dihalnguska ln, kecuallil alpa lbilal pihalkl ya lng berhutalngl terjebalk da llalml 

kesulitaln untukl melunalsinya l.
18

 

Alsa ll hukuml meminjalmkaln sesua ltul itu lsunna lh, seperti 

tolongl-menolong denga lnl ya lng lla lin. Alriya lh pinjalml-meminjalm iallalhl 

memberikaln ma lnfala ltl sesua ltu ya lngl ha lla ll kepalda ll ya lng la linl untuk 

dialmbill ma lnfa laltnya l denga lnl tida lk merusa lkka lnl za ltnya l, a lga lrl za lt 

ba lralngl itu da lpa ltl dikemballikaln.
19

 

Firma lnl Allla lh lSWT.: 
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a) All l-qur‟a ln 

نِ    ثِْْ وَٱلْعُدْوَّٰ وَٱت مقُوا ٱللموَ وَتَ عَاوَناُعَلَى ٱلْبِي وَٱلت مقْوَى وَلَْ تَ عَاوَنوُا عَلَى ٱلِْْ
 إِنم ٱللموَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ 

“Daln tolong-menolonglalh kalmu da llalm (mengerja lkaln) kebaljikaln 

daln talqwal daln ja lngaln tolong-menolong da llalm berbua lt dosa l daln 

pelalngga lraln.” (A ll-Malidalh:2)”.
20

 

b) All-Ha ldits 

 )رواه البخري و مسلم( اءً ضَ قَ  مْ كُ نُ سَ حْ أَ  مْ كُ   رَ ي ْ خَ  نم إِ فَ 
“Sesungguhnyal di alntalral oralng-oralng yalng terbalik dalri kalmu 

aldallalh oralng yalng sebalik-baliknyal dallalm melunalsi hutalng”. 

(HR. Bukhalri daln Muslim). 

Pinjalma ln itu sendiri terkalda lng berupa l ha lrtal, da ln terkaldalng 

berupal kehormalta ln. Diriwalya ltka ln da lri Ibnu Uma lr ra ldialllalhu „a lnhu 

ba lhwa l belialu berkaltal: “pinjalmkaln dalri kehormaltaln dirimu untuk salalt 

kalmu membutuhkalnnyal”, a lrtinya l ja lnga ln engka lu menuntut halkmu 

da lrinya l, da ln ja lnga ln engka lu hukum ora lng ya lng mela lkukalnnya l 

terhalda lpmu, sehingga l ka lmu da lta lng di ha lri Kia lma lt denga ln pa lha llal 

sempurnal.
21

 

Secalra l terminologis a lrti pinjalmaln a lda lla lh menyera lhka ln ha lrta l 

kepalda l ora lng ya lng mengguna lka lnnya l untuk dikemballikaln ga lntinya l sua ltu 
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sa la lt. Telalh terbukti di sya lria ltkalnnya l peminjalma ln ini berdalsa lrkaln 

kitalbullalh, Suna lh Ra lsul daln Ijma l‟ pa lral ula lmal.
22

 

Alda lpun da lri All-qur'a ln dijelalska ln, seba lga li berikut : 

 كَثِيْةًَ وَاللموُ  يُ قْرِضُ اللموَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَوُ لوَُ أَضْعَافاًمَنْ ذَا المذِي 
     تُ رْجَعُونَ  إلِيَْوِ  يَ بْسُطوَُ  يَ قْبِضُوَ 

“Sialpalkalh yalng malu member pinjalmaln kepa ldal A lllalh, pinjalmaln 

yalng balik (menalfkalhkaln halrtalnyal dijallaln A lllalh), malkal A lllalh alkaln 

memperlipalt galndalkaln pembalyalraln kepaldalnyal denaln lipalt galndal 

yalng balnyalk.” (A ll-Balqalralh: 245).
23

 

Kemudia lnl di da lla lml da llil ijmall‟ juga l disebutkalnl ya litu uma ltl Isla lm 

suda lhl mela lkukaln pra lktikl pinja lm meminja lml ini sejalkl za lma ln Na lbil Sa lw. 

Hingga ll sa la lt lini, Pa lra l ulalmalpunl membolehka lnnya l da lnl tida lk alda ll seora lng 

punl ya lng lmengingka lrinya l.
24

 

Kredit bermalsa llalh alda llalh kreditl ya lng sejalkl ja ltuh tempol tidalk 

da lpaltl diluna lsi olehl debitur seba lga lil ma lnal mestinya ll sesua li denga lnl 

perjalnjialn.
25
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H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitialn 

   Penelitialn ini alda llalh termalsuk jenis penelitialn yuridis empiris, 

a ltalu disebut denga ln penelitialn la lpalnga ln ya litu mengka lji ketentualn 

hukum ya lng berla lku sertal alpa l sa ljal ya lng terjaldi dallalm kenya lta la lnnya l 

da llalm malsya lra lka lt.
26

 

a. Penelitialn yuridis empiris a lda llalh penelitialn hukum mengena li 

pemberlalkua ln a ltalu implementalsi ketentualn hukum norma ltif 

secalra l in alction palda l setialp peristiwal hukum tertentu ya lng terjaldi 

da llalm malsya lra lka lt.
27

  

Alta lu denga ln ka lta l lalin ya litu sua ltu penelitialn ya lng dila lkukaln 

terhalda lp kealda laln sebena lrnya l a ltalu kea lda laln nya lta l ya lng terja ldi 

dimalsya lra lka lt denga ln ma lksud untuk mengetalhui da ln menemukaln 

fa lktal-fa lkta l daln da ltal ya lng dibutuhkaln, setelalh da ltal ya lng 

dibutuhkaln terkumpul kemudialn menuju identifikalsi malsa lla lh 

ya lng pa lda l a lkhirnya l menuju palda l penyelesa lialn malsa lla lh.
28

 

2. Pendekalta ln Penelitialn  

a. Unda lng-Unda lng  

Menurut Unda lng-Unda lng Republik Indonesial Nomor 25 Ta lhun 

1992 Pa lsa ll 1 Alya lt (1) Tenta lng Perkoperalsia ln a lda llalh Kopera lsi 

                                                             
26 Suharsmi Arikunto,2012, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta Rineka 

Cipta, h. 126  
27

 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra 

Aditya Bakti, h. 134  
28 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar 

Grafika, h. 15  
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a ldalla lh balda ln usalha l ya lng bera lnggota lka ln oralng-ora lng a lta lu balda ln 

hukum metode penelitialn merupalka ln prosedur da ln talta l calra l ya lng 

diguna lka ln da llalm metode sebalga li a llalt peneliti. 

b. Ka lsus  

 Sa la lt ini semalkin malralk ka lsus penipualn berkedok koperalsi. Sa llalh 

sa ltu contohnya l ya lng tenga lh menja ldi perbincalnga ln sa la lt ini ya litu 

ka lsus Kopera lsi Simpa ln Pinjalm Indosurya l. Ka lsus kopera lsi simpa ln 

pinjalm indosurya l ya lng ga lga ll ba lya lr menyeba lbkaln kerugia ln 

mencalpali lebih dalri 14 triliun  ini halnya l sa ltu dalri sekialn ba lnya lk 

ka lsus kopera lsi di Indonesia l. Semalkin balnya lknya l ka lsus penipua ln 

ini membualt reputalsi koperalsi di malta l ma lsya lra lka lt menjaldi buruk. 

Ekonom CORE Indonesial sekalligus Dosen Perbalna ls Institute, 

Piter Albdullalh Redjallalm, mengungka lpka ln  berulalngnya l ka lsus 

penipualn berkedok koperalsi disebalbka ln beberalpa l falktor. Pertalmal, 

ka lrenal setialp ka lsus tida lk diivestiga lsi da ln diungka lp seca lra l tuntals 

kepalda l malsya lra lka lt untuk dijaldikaln pembelalja lraln. 

 “Fa lktor kedual a ldalla lh lemalhnya l penga ltura ln daln penga lwa lsa ln 

koperalsi. Ha lrus dia lkui ba lhwa l sela lmal ini Kementrialn Kopera lsi da ln 

UMKM seba lga li lemba lga l ya lng menga ltur da ln menga lwa lsi kopera lsi 

tidalk punya l ka lpa lsita ls seca lral komprehensif. Setidalknya l diliha lt dalri 

keterbaltalsa ln sumber dalya l ma lnusial (SDM) da ln infralstruktur 

penga lwa lsa ln ya lng dimiliki Kementrialn Kopera lsi,”  ungka lpa ln 

da llalm keteralnga ln tertulis, Selalsa l (16/6/2020). 
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koperalsi denga ln melalnda lska ln kegialta lnnya l berda lsa lrkaln prinsip-

prinsip koperalsi seka lligus seba lga li gera lka ln ekonomi ralkya lt ya lng 

berdalsa lrka ln alta ls a lsa ls kekelualrga la ln. 

3. Sumber Da ltal 

Penelitialn ini mengguna lka ln dual sumber da ltal ya litu: 

a.) Ba lha ln Hukum Primer ya litu da ltal ya lng diperoleh lalngsung da lri 

informalsi melallui wa lwa lncalral kepa ldal na lralsumber daln ha lsil 

dokumentalsi ya lng memba lha ls tentalng sistem pengendallialn 

internall daln penalnga lna ln kredit bermalsa llalh pa ldal Kopera lsi 

Sya lri‟a lh Benteng Mikro Indonesia l Ka lbupa lten Seralng. 

Ba lha ln hukum primer selalnjutnya l a lda llalh unda lng-unda lng. 

Unda lng-unda lng merupa lkaln kesepa lkaltaln a lntalra l pemerintalh daln 

ra lkya lt sehingga l mempunya li kekua lta ln mengika lt untuk 

penyelengga lra laln kehidupaln bernega lra l.
29

 

b.) Ba lha ln Hukum Sekunder 

Ba lha ln hukum sekunder ya litu balha ln hukum ya lng tida lk 

mengika lt ya lng memberikaln penjelalsa ln mengena li balha ln hukum 

primer ya lng merupa lka ln ha lsil olalha ln penda lpalt a ltalu pikiraln pa lra l 

pa lkalr a ltalu alhli ya lng mempelaljalri sualtu bidalng tertentu secalra l 

khusus ya lng a lka ln memberikaln petunjuk a lra lh kepalda l penulis 

meliputi buku-buku hukum, jurnall ilmialh sertal tulisaln-tulisa ln 

da llalm internet. 

                                                             
29 Peter Mahmud Marzuki, Sumber Sumber Penelitaian Hukum (Jakarta:  

Kencana, 2011), h. 142 
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Sumber balha ln hukum dalta l sekunder ya litu da ltal ya lng diperoleh 

da lri sumber-sumber kepustalka laln balik dalri kitalb, buku malupun 

pendalpa lt palral ulalmal ya lng membalha ls tentalng sistem 

pengenda llialn internall da ln penalnga lna ln  kredit bermalsa llalh. 

4. Teknik Pengumpulaln Da ltal 

 Teknik pengumpulaln da ltal ya lng diguna lka ln oleh penulis dallalm 

penelitialn ini ya litu: 

a. Metode Observa lsi 

Observa lsi a lda llalh sa llalh saltu teknik pengumpula ln daltal ya lng 

sa lnga lt la lzim dalla lm metode penelitialn kua llitaltif, observa lsi 

ya lng dila lkukaln peneliti alda llalh penga lma ltaln seca lral la lngsung 

untuk mengumpulkaln dalta l berupal penga lma ltaln lalpa lnga ln 

tentalng sistem pengenda llia ln internall daln kredit bermalsa llalh 

pa ldal koperalsi sya lri‟a lh benteng mikro Indonesial Ka lbupa lten 

Sera lng. 

b. Metode Wa lwa lncalral 

Wa lwa lncalra l a ldalla lh pengumpula ln dalta l ya lng di peroleh melallui 

talnya l ja lwa lb secalra l lisaln untuk mendalpa ltkaln keteralnga ln.
30

 

Objek ya lng a lka ln diwa lwa lnca lrali a lda llalh na lsa lbalh da ln pengurus 

Kopera lsi Sya lri‟a lh di Desal Ponta lng Ka lbupa lten Seralng. 

 

 

                                                             
30 Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1985), h. 129  
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c. Dokumentalsi 

Dokumentalsi merupalka ln calta ltaln peristiwa l ya lng suda lh 

berlallu.
31

 

Demi melengka lpi dalta l ya lng tela lh dikumpulkaln, ma lka l penulis 

berusa lhal untuk mengumpulkaln da ln mengguna lka ln dokumen 

ya lng telalh a ldal di lokalsi. 

d. Teknik Alna llisis Da ltal 

Alna llisis da lta l palda l penelitialn ini dilalkuka ln secalral kua llitaltif, 

da lri daltal ya lng diperoleh kemudialn disusun secalral sistemaltis, 

kemudialn di alna llisis secalra l kuallitaltif untuk mencalpali 

kejelalsa ln ma lsa llalh ya lng diba lha ls. Alna llisis da ltal kua llitaltif, 

a ldalla lh sualtu calral penelitialn ya lng mengha lsilkaln da ltal deskriptif 

a lnallisis, ya litu ya lng dita lnya l responded seca lral tertulis daln lisa ln 

diteliti kemballi daln dipelaljalri seba lga li sua ltu ya lng utuh.
32

 

 Metode alnallisis dalta l dallalm metode kua llitaltif alda llalh 

permalsa llalha ln ya lng diba lwa l oleh peneliti ya lng ma lsih bersifalt 

sementalral, da ln alka ln berkembalng setelalh memalsuki la lpalnga ln 

a ltalu konteks sosia ll. Setelalh da lta l ya lng diguna lka ln telalh 

lengka lp, malka l talhalp berikutnya l a lda lla lh metode alna llisis 

deskripstif kuallitaltif ya litu daltal ya lng diperbolehkaln ga lmbalra ln 

ya lng ba lik, jelals da ln dalpa lt memberikaln da ltal seteliti mungkin 

mengena li objek penelitialn.  

                                                             
31 Koenjaraningrat, Ibid, h. 82  
32 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 12 
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I.  Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi inil di susun penulis berdasarkanl buku petunjukl “Pedoman 

Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin 

Banten Tahun 2019” dengan sistematika l yang terbagil dalam limal bab. 

Masingl-masing babl terdiri atasl beberapa subbabl sesuai pembahasanl dan 

materil yang di teliti. 

BAB lI: PENDAHULUAN, menguraikan tentang Latar lBelakang, 

Rumusan Masalah, Fokusl Penelitian, Tujuanl Penelitian, Manfaatl 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode lPenelitian, dan Sistematikal 

Pembahasan.  

BAB lII: GAMBARAN OBJEKTIF LOKASI lPENELITIAN, 

menjelaskan tentangl Peranan Unitl Pengelolaan Kegiatanl Koperasi 

Syari‟ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang 

Pontang, Sejarah Berdirinya, Visi Misi, Struktur Organisasi, dan Produk-

produk Koperasi Syari‟ah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 

021 Cabang Pontang. 

BAB III: SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN 

PENANGANAN KREDIT BERMASALAH PADA KOPERASI 

SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA (BMI), Sistem 

Pengendalian Internal: Definisi, Unsur-Unsur, Lingkungan Pengendalian 

(Control Environment), dan Pendekatan Untuk Merancang Pengendalian 

Internal. 

Kredit Bermsasalah: Pengertian Kredit, Nisbah Pinjaman, Islam dan 

Kredit.  
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BAB IV: ANALISIS HASIL PENELITIAN, Sistem Pengendalian 

Internal dan Penanganan Kredit Bermasalah pada Koperasi Syariah 

Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang Pontang.  

 Analisis Yuridis Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia (DSN-MUI) Nomor 141 Tahun 2021 terhadap Koperasi 

Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Serang 021 Cabang 

Pontang.  

BAB V: PENUTUP, memuat kesimpulan dan saran.  

 


